PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
==/ DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. H. AGUS SALIM - PAINAN TELP/FAX (0756) 231 22271
Kode Pos : 25611 e-Mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id
LAPORAN PELAKSANAAN

BIMBINGAN TEKNIS PEMERINGKATAN PPID PEMBANTU DAN NAGARI
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 SECARA
DARING MELALUI ZOOM MEETING
RABU/22 SEPTEMBER 2021

A. PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi bertujuan untuk memudahkan pengawasan
masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh
Badan Publik/Pejabat Publik. Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan
publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Badan Publik dan
masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar
lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Badan Publik lebih memiliki
peran dalam melakukan kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat,
sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang berusaha mengembangkan
informasi untuk kepentingan dirinya dan orang lain.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
melalui Kegiatan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2020 merupakan salah satu langkah dalam mengoptimalkan dan meningkatkan
pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai
amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020,
dalam penilaiannya menggunakan 5 indikator, yaitu :

1.  Mengumumkan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 9 UU KIP

2. Menyediakan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 11, 14 dan 15 UU
KIP

3.  Pelayanan Permohonan Informasi Publik dengan Pasal 7 dan 12
4.  Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Pasal 13
5. Komitmen, Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi dan Konsistensi (5K)

Sebuah Badan Publik dalam mejalankan kewajiban yang disyaratkan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
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(UU KIP). Berdasarkan pasal 7 UU KIP jo pasal 4 Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yaitu :

a. badan publik setidaknya mempunyai kewajiban untuk menetapkan

peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi
publik

b. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

c. menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi
publik yang dikelola

Kabupaten Pesisir Selatan telah secara berkesinambungan dan terus
berusaha menciptakan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan
informasi publik yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai Badan Publik, kita
menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pemerintah. Salah satu upaya
yang dilakukan Kabupaten Pesisir Selatan guna peningkatan perwujudan
keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 14
Tahun 2008 adalah dengan melaksanakan Monitoring dan evaluasi melalui
kegiatan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu dan Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2021.

. DASAR PELAKSANAAN
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

d. Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai dan
Tim Sekretariat Pemeringkatan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi
Pembantu dan Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021;

e. Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Kegiatan Pemeringkatan Pejabat
Pengelola dan Dokumentasi Pembantu (Perangkat Daerah dan
Pemerintahan Nagari) Tahun 2021.
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3. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dari Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengukur tingkat
kepatuhan Badan Publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
dalam pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik dan
mendorong setiap Badan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan (Perangkat
Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Nagari) dalam mengoptimalkan layanan
informasi publik sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan yang
transparan.

Adapun Tujuan Dari Pelaksanaan Kegiatan Ini Adalah:

a. Untuk Meningkatkan Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Bagi
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan
Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Perangkat Daerah dan
Pemerintah Nagari yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap
keterbukaan informasi publik.

c. Terpublikasinya Badan publik yang Informatif di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Sealatan.

d. Sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi
publik sebelumnya dan upaya meningkatkan pelayanan informasi publik
kedepannya.

B. ISILAPORAN
a. JUDUL DAN TEMA KEGIATAN

Judul kegiatan ini adalah “Bimbingan Teknis Pemeringkatan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Nagari di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021”

b. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSAAN
Hari/Tanggal Pelaksanaan : Rabu/22 September 2021
Waktu Pelaksanaan : 09.00 s/d Selesai

c. PESERTA BIMTEK

Peserta Bimbingan Teknis Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Nagari di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini terdiri dari :

a. Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Wali Nagari selaku Atasan PPID OPD,
Kecamatan dan Nagari;

b. Sekretaris Perangkat Daerah, kecamatan dan Sekretaris Nagari selaku PPID
Pembantu;
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c. Staf teknis yang bertugas sebagai admin PPID Pembantu/Operator Website
pada semua Perangkat Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Nagari.

d. NARASUMBER
Narasumber untuk pelaksanaan sosialisasi ini adalah sebagai berikut :
a. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat : Arif Yumardi, S.T.

b. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Barat : Indra Sukma, S.Kom.

c. Kepala Seksi Layanan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan : Silvia Permata Sari, S.Kom.

d. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Nagari di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan ditengah wabah pandemi Covid-19 yang
sampai saat ini masih terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Pesisir
Selatan sehingga penyelenggaraan kegiatan Bimtek Pemeringkatan PPID
Pembantu dan Nagari Tahun 2021 dilakukan secara daring melalui aplikasi
zoom meeting dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Penyampaian materi oleh narasumber
2. Diskusi dan tanya jawab
e. ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pemeringkatan PPID
Pembantu dan PPID Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021 dibebankan pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang
tertuang dalam Dokumen Penggunaan Anggaran Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

f. PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan bimibingan teknis ini meliputi :
a. Pembukaan

Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar.
Dalam sambutannya Bapak Bupati Pesisir Selatan menyampaikan bahwa
Keterbukaan Informasi merupakan suatu hal yang mutlak dn wajib
dilaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan yang
diterima Kabupaten Pesisir Selatan 3(tiga) kali berturut - turut pada
Tahun 2018, 2019 dan 2020 bukanlah sesuatu yang main-main tapi
merupakan kerja tim dan penguatan serta komitmen dari Bupati Pesisir
Selatan. Komitmen tersebut telah tertuang dalam Misi Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 yaitu “Memperkuat tata
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kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif dan transparan
dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat”. Ini bukan
hanya sekedar semboyan dan isapan jempol belaka. Langkah nyata untuk
mewujudkan hal tersebut telah di lakukan. Berbagai inovasi terus
diciptakan untuk meningkatkan Layanan Keterbukaan Informasi Publik di
Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan utama bukanlah semata-mata untuk
mendapatkan penghargaan tetapi merupakan Komitmen Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan untuk bersungguh-sungguh menjadi badan
publik yang terdepan dalam pelayanan informasi publik. Diharapkan
dengan adanya Bimbingan Teknis Pemeringkatan ini, PPID Pembantu dan
Nagari lebih baik lagi dalam pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi serta mencapai target minimal jumlah daftar informasi
publik (DIP) dan Berita pada masing-masing Badan Publik baik Perangkat
Daerah maupun Pemerintahan Nagari.

Oleh karena itu, dengan diadakannya Bimtek Pemeringkatan ini dapat
meningkatkan pengetahuan dan wawasan PPID Pembantu dalam
meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan
Motto PPID “Melayani Dengan Cetar : Cepat, Tepat Dan Akurat” serta
dapat mengikuti seluruh tahapan pemeringkatan dengan baik dan serius.

Penyampaian Materi :

1) Standar Layanan Informasi Publik dalam Mewujudkan Badan Publik
yang Informatif Oleh H. Arif Yumardj, S.T.

STANDAR LAYANAN INFOR

PUBLIK DALAM MEWUJUD

BADAN PUBLIK YANG
INFORMATIF

Oleh:
H. ARIF YUMARDI
Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar

Painan, 21 September 2021
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Hama ¢ H, ARIF YLIMARDI, 5T
Jeniz Kzlamin : Laki Laki
Tempat, Tgl Lahir/Usia: Salido, ¥ Hopember 1973/ 48 thn
Pehkerjaan [ Jabatan : Wiraswasta
Alamat :Jin Pahlawan (depan TE Perbina) Painan Utara Kec, [V
HP OB12 6668 206 / 0653 6312 1234
FPENDIDMEAN
SDH 1 SALIDD TAMAT 1986
SMPH SALIDD TAMAT 158%
SMAN 1 PAINAN TAMAT 1992
POLITEKNIK LUMIVERSITAS ANDALAS PADANG TAMAT 1996
UHIVERSITAS EKA SAKT] PADAMG TAMAT 2012
ORGAMISASI
Ketua 0515 SMPH SALIDD 1987-1988
Ketus 0515 SMAN 1 PAINAN 1990-1991
Katus HIMA MESIN POLITEKHIK I.INWERSITAS ANDALAS PADANG 1993-1994
Koordinator Badan K d yarakat Salide Peduli 2006-2008
Ketua KOMITE HASIOMAL PEM.IDAIhDﬂNESI.II. (knpi) KAB. PESISIR SELATAM
SEKRETARIS BPC GAPEMSI KAB. PESISIR SELATAM 201 3 201 a3

Indikator Badan Publik Informa

Berdasarkan Perki No 1 Tahun 2015:
1. Mengumumkan Informasi Publik
2. Menyediakan Informasi Publik
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publi
4, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
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Penilaian Informatif Badan
Publik

» PPID
» Standar Operasional Prosedur (SOP)
» Daftar Informasi Publik (DIP)
» Layanan Informasi Publik

» Web Site

» Laporan

ey
IR

Kewajiban UU mengatur PPID :

» Mengumpulkan

» Mendokumentasikan

» Menyimpan

» Memelihara

» Menyediakan

» Mendistribusikan

» Melakukan Pelayanan Informasi

ey
01
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PENTINGNYA PENGELOLAAN IN

(penting - strategis

DALAM PERTIMBANGAN LAHIRNYA UL 14/2008 ADALAH BAHWA @
#IMFORMAS] MERUPAKAN HERUTUHAK POKOH SETIAP nk&n&ﬁm PEMGEMBANGAN PRIBADI MALFL

=INFORMASI MERUPAKAN HAK AZAS] MANLSLL

#INFORMAS] PUBLIK SEBAGAI SARANA PENCAWASAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGOA
DK BADAN PUBLIE LAINNYA;

IMFORMAS| MERUPAKAN SEGALA SESUATU ¥G DPT MENGURANGI JUMLAH ALTERNATIF DLM.
Mmmﬂklﬁ%ﬂwmﬁiw SEHINGGA FURGSINYA DAPAT MENGURARGI KETIDAK

DENGAN DEMIKIAN INFORMAS] DPFT. MENJELASKAN PERISTINWA YG MENYANGKUT BERBAGAI AS
KEHIDUPAN MANUSLA 1 SOSIAL, POLITIK, EKONOMI, HUKUM, BUDAYA, ACAMA, IPTEK

INFORMAS! ADALAM PENGETAMUAN DAN PENGETAHUAN ADALAH KEKUATAN. Barang siapa m
informasi, ia lebih unggul dari yg lain.

MENJADI KEBUTUHAN EKSISTENSIAL MANUSIA.
JARGHAUAN DAN DAMPAK, 13 DITIBULKAN -

* HASIOHAL,

* REGIOHAL
*LOKAL

* INTERKASIONAL

MAKA PERLU PENGELOLAAN mrm
(AMANAT UU NO. 14/2008

PASAL 3BUTIR g :
meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkung
Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;

PASAL 7 AYAT (3) :
untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem info
dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efi
sehingga dapat diakses dengan mudah;

PASAL 13 AYAT (1) BUTIR b :

untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap B

Publik :

- R

b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan info
secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk tekn
layanan Informasi Publik yang berlaku se::}alta Inasional.

TR
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MEKANISME & PROSES

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
D1 LINGKUNGAN K/L DAN SATKER/SKPDIOPD

SATKER/ OPD

2

[ TUGAS&

FUNGSI

ouTPLT &
INFORNASI HASIL
KEGIATAN
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PPID BERTANGGUNG JAWAB
PIMPINAN SATUAN KERJA DALAM PENYIMPANAN-PENDOKUMENTASIAN-FENYEDIAAN
BERTANGGUNGJAWAB ATAS e
PENGELOLAAN ARSIP

" DAFTAR
B ‘ ;l] ! INFORMASI

KEGIATAN | P INFORMASI phrires
(TERBLIKA)

HASIL

KEGIATAN

HASIL .
KEGIATAN A ' DAFTAR INFORMASI
. Y6 DIKECUALIKAN
=
TIDAK PERMANEN

UGAS PPID :

MENYIMPAN, MENDOKUMENTASIKAN, MENYEDIAKAN DAN MEMBERIKA
PELAYANAN INFORMASI :

+ SESUAI ATURAN YG BERLAKU

+ SECARA CEPAT, TEPAT, DAN SEDERHANA
. MEMETAPKAN PROSEDUR OPERASIONAL PENYEBARLUASAN INFORMASI
MELAKUKAN UJI KONSEKUENSI
. MENGKLASIFIKASIKAN INFORMAS! DANIATAL PENGUBAHANNYA
MENETAPKAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN YG TELAH HABIS JANGKA
PENGECUALIANNYA SBG INFORMASI PUBLIK YG DPT DIAKSES
MENETAPKAN PERTIMBANGAN TERTULIS ATAS SETIAP KEBIJAKAN YG DIA

DALAM PELAKSANAAN TUSASNYA, PPID DIBANTU OLEH PETABAT
FUNGSIOMAL DI BADAN PUBLIK Y& BERSANGKUTAN
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PEMENUHAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK

» Prinsip cepat,tepat waktu dan biaya ringan.
» Pemohon dapat mengajukan permintaan tertulis/tida
» PPID memberi Jawaban (paling lambat 10 hari)
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BERKALA (pasal 9)

2. INFO YG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

{pasal 10)

3. INFO YG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT (pasal 11)
4. INFORMASI YG DIKECUALIKAN (pasal 17)

INFO ¥G WAJIE DISEDIAKAN &
DIUMUMEAN SECARA
BERKALA ipasal 5}

INFO Y G WAJIE DIUMUMEAN
SECARA SERTA MERTA

INFO ¥'G WAJIE TERSEDIA
SETIAP SANT

4. INFORMAS! YG DIKECUALIKAN
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KATEGORI
INFORMASI

1. INFO YG WAJIB DISEDIAKAN & DIUMUMKAN SECA

. INFORMASI YANG BERKAITAN

DENGAN BADAN PUBLIK ;

. INFORMASI MENGENAI KEGIATAN DAN

KINERJA BP. TERKAIT;

3. INFORMASI MENGENAI LAPORAM

KEUANGAN;

. INFORMASI LAIN YANG DIATUR DALAM

PERATURAN PER UL,

INFORMASI TTG PROFILE BP
RINGHASAN INFORMAS| TTG PROGRAMK
RINGHASAN INFORMASI TTG KINERJA
RINGHASAN LAPORAN KEUANGAN
RINGKASAN LAPORAN AKSES IP ¥G DITERI
INFORMASI TTG PERATURAMKEPUTUS AN
KEBLIAKAN ¥G MENGIKAT DAN EERDAMPAK
PUBLIK

INFORMAS] TTG HAK DAN TATACARAMEMPERC
IF, SERTA TATA CARA PENGAJUAN KEBERAT
PROSES PENYELESALAN SENGKETA
INFORMAS] TTG TATACARA PENGADUAN B
GUNAAN WEWENANGIPELANGGARAN YE
DILAKUUKAN OLEH PEJABAT BF.
INFORMAS! TTG PENGUMLIMAM PE
BARANG DAN JASA
INFORMAS] TTG PROSEDUR PE
PROSEDUR EVAKUAS! KEA




INFO Y'G WAJIB DISEDIAKAN &
DIUMUMEAN SECARA BERKALA

INFO ¥YG WAJIE DIUMUMIAN
SECARA SERTA MERTA ipasal 10)

INFO ¥G WAJIB TERSEDIA

SETWAP SANT JA BAHAN MAKANAN

ANA GAN AN
TERHADAF UTILITIS PUE!

INFORMAS! YG DIKECUALIKAN

1. INFO'YG WAJIB DISEDIAKAN &
DIUMUMEAN SECARA BERKALA

INFO Y G WAJIE DIUMUMKAN
SECARA SERTAMERTA

INFO YG WAJIE TERSEDLA
SETIAP SAAT (pasal11)

INFORMAS! YG DIKECUALIKAN
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1. INFOYG WAJIE DISEDIAKAN &
DIUMUMEAN SECARA BERKALA

_ - MEMGHAMBAT SES PFEMNEGAKAMN HLUELINM

X MENGGANGGEU KEPENTINGAMN
INFO YG WAJIE DIUMUMEAN X AN HAK] & PERLINDUNGAN DARI

SECARA SERTA MERTA g NUSAHA TDK SEHAT

d.  MENGUNG
INFO ¥G WAJIE TERSEDIA . MERUGIKAN K
SETIAP SAAT

4, INFORMASI YG DIKECUALIKAN

{pasal 1)

G TIDAK BOLEH DIVNGEAPKAMN
BERDASARKAN LU

JI KONSEKUENSI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT RAHASIA SESUAI DENGAMN UNDAMNG-UN
KEPATUTAN, DAMN KEFENTINGAN UMUM, DIDASARKAN PADA PENGLUILAN TENTANG KOMNS
TIMBUL APABILA SUATU INFORMA S| DIBERIKAN KPD MASY. SERTA SETELAH DIPERTIM
SEKSAMA BAHWA MENUTUP INFORMASI PUBLIK DAPAT BMELINDUMNGI KEFENTINGAM YAMNG LE
DARIPADA MEMEBUKANYA ATAL SEBALIKNYA. (PASAL 2 AYAT (4) )

FASALS AYAT (2): INFORMASI PUBLIK YANGTIDAK DIBERIKAN OLEH BADAN PUBLIK, SEBAGA

DIMAKSUD PADA AYAT 1) ADALAH :

&, INFORMASI YANG DAPAT MEMBAHAYREANMEGARA;

b.  INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAM USAHA DARI PERSAINGAN USAHA
SEHAT;

€. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN HAK-HAK PRIBADI;

d. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN RAHASIA JABATAN DAN/ATAL

€. INFORMASI PUBLIK YANG DIMINTA BELUM DIKUASAI ATAL DIDOKOMENTASIKAN,

3, INFORMAS YANG HIEECUALIKAN MENURLIT PASAL 17 UL MO, 142008 TENTANG KIP
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IKATOR UJI KONSEKUENSI

A. Indikator Konsekuensi Mutlak Penilaian | Alasan/pertimbangan
Apakah infarmasi yang diungkapkan
merupakan informasi yang tidak
dipublikasikan menurut UU KIP, pasal

17 :
*  Hurufa (angka 1, 2. 3, 4, dan 5) Yaftidak Penegakanhukum
*  Hurufhb Yaftidak  Haki & persaingan
* Hurufclangkal,2, 3, 4,5, 6, dan7 Yaftidak Hankam
*  Hurufd Yaftidak Kekayaanalam
+  Hurufe (angka 1,2, 3, 4, 5, 6, dan 7) Yaftidak  Ketahananekonomi
+  Huruff [angka 1, 2, 3, 4) Yaftidak  Hub. Luar neger
*  Hurufg Yaftidak  Akta otentik
+*  Hurufh (angka 1, 2, 3, 4, dan 5) Yaftidak  Rahasia pribadi
*  Hurufl Yaftidak  Memo/fsurat antar BP
*  Hurufj Yaftidak  Menurut UU
* Pasal & ayat (3], hurufd (rahasia Yaftidak Rahasiajabatan
jabatan)
* Pasal & ayat(3), huruf e (belum Yaftidak  Belum
dikuasai & terdokumentasikan) dikuasal/terdokumenta

si

B. Indikator Konsekuensi

Apakah informasi yang
diungkapkan merupakan informasi
yang tidak dapat dipublikasikan

menurut :

Penilaian Alasan/pertimbangan

Peraturan per undang-undangan

jika “ya" sebutkan peraturan
perlu

*  Peraturan Pemerintahyg ada Ya/tidak
jika "ya" sebutkan PP nya

+  Peraturan Presiden Ya/tidak
jika “ya" sebutkan Perpresnya

*  Surat Keputusan Presiden Yatidak
jika “ya” sebutkan Keppresnya

+  Peraturan Menteri Ya/tidak
jika "ya" sebutkan Permen nya

* Surat Edaran Menteri Ya/tidak

jika "ya" sebutkan surat edarannya

* Peraturan Eselonfedaran eselonl  Yaftidak
(merujuk pada pasal 2 ayat (4) dan
pasal &6 ayat (3).
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KONTEM DASAR HUKUM BATAS WAKTU KOMSEELENS]
_ _ PENGICUALIAN
INFORMASI AKIBAT 11KA DESUA MANEAAT

o Pamal 17 hurufi LU
. UL nodd/1999 £

Data usulan penganpkatan 1, Pasal 17 hurefi LU
PHS s jobatan strukiursl 14 300E
&netulans hasl rapat 2, UL Mo a8/ tg

5 Datahasil Tas Fasal 17 hurufI UL 14/2008  Tdk terbatas Wiargurghas data pribadl  MeTindangi duta
P v beraifat rahaia priad| PNS v

Informasi Publik Berbasis Elektronik

Dalam rangka memberikan layanan kepada publik secara ce
mudah, dan murah diperlukan tata cara atau mekanisme me
informasi publik antara lain dengan :

- Membuat layanan web online (website), yl?{ berisi layanan pu
semua informasi publik terkait badan publik yang dapat diaks
masyarakat;

- Membangun database informasi publik terkait penyelenggaraa
badan publik;

v Meg;‘tl:;uat sistem atau aplikasi yang mendukung ketersedian info
publik.
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Fenomena Situs Pemerintah sebagai Media Infor

Rahasia Sukses e-PPID

. Lengkap, Akurat, dan Cepat

Informasi vang disajikan lebih lengkap, lebih akurat, dan
cepat. Kelengkapan dan keakuratan informasi di website
mﬂi

Mmmmmm |

Q
’t
lg

g
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Rahasia Sukses e-PPID

2 Menu dan Sistem Navigasi
Website vang baik adalah yang memiliki navigasi mudah
dimengerti oleh pembacanya, Begitu pembaca masuk ke |
website tersebut, dia akan dengan mudah mengetahui ke
bagmnmmdmalanbemelamur iy

Rahasia Sukses e-PPID

* Konten dan Penyajian

Konten atau isu apa yang akan disajikan. Ini harus

diperhitungkan, karena menyangkut target pembaca yang
akan dituju dan terkait dengan kebutuhan SDM. ‘

saoa
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Rahasia Sukses e-PPID

1 Konvergensi

Informasi tidak hanva disajikan lewat teks. Tapi juga
melalui foto dan video, Apabila website pemerintah bisa |
menyajikan ketiga bentuk konten ini, maka itu akan lebih '

bmk.harapanpembaca.agarmengelahm;)ennasalaluml

—————
(| Por watas

LAKIP M1V 2013
P—
—
_ ISP
A |
! AE1ed Toan 4

Rahasia Sukses e-PPID

5 Pelayanan dan Interaksi

Website pemerintah harus ada fasilitas pelayanan untuk |
masymkat. Begltu juga dmgan interaksi dengan'
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Rahasia Sukses e-PPID

o Search

Tidak setiap orang akan terus datang ke website
pemerintah tiap hari, Masyarakat akan datang ke website
pemerintah bila perlu. Karena itu, fasilitas 'search' sangat

Rahasia Sukses e-PPID

—

7 Kecepatan Akses
Arsitektur IT dalam pembangunan website pemerintah
harus dibangun dari awal, termasuk dalam perencanaan
penvediaan server dan sforage, hostintg, dan lain-lain,
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Rahasia Sukses e-PPID

% Mobile Platform

Website pemerintah akan lebih baik bila bisa diakses

Mmdmdlmmgu_n,danmmggmwkanalatapﬂ
pun. Pembaca bisa mencari informasi melalui gadget

berlayar kecil di mana pun. iy

Rahasia Sukses e-PPID

9, Share Sodal Media

Karakter pembaca media online saat ini tidak hanya membaca,
melakukan aktivitas lain: berdiskusi maupun ikut menyebarkan infe
Karena social media menjadi kekuatan yang luar biasa.
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Semoga Jadi Badan Publi
yang Informatif

TERIMAKASIH

2) Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang
Dikecualikan : Indra Sukma, S.Kom (Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera
Barat)

DISAMPAIKAN PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DAN NAGARI DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PAINAN, 22 SEPTEMBER 2021

INDRA SUKMA, 5.Kom
Kabid PIKP Diskominfotik Prov. Sumatera Barat
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KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

O WU Nomor 14 Tahun 2008 tertang Ketarbukaan riomas
Pubiik

O PeraturanPemerintah Nomor 81 Tahun 2010 fentang
Pelakzanaan UU KIF

UL Nomor 14 O Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 fartang
Tahun 2008 Standar Layanan Keamasi Publik

T Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 feriang
Frasedur Panyalkasaian Sengketa farmas Publik

K;F’“"-'i:” Peraturan Pemerintah No. §1/2010 C Peraturan Komisi Informasi Nomar 1 Tahun 2017 lertrg
{Perpres) Mo, Pengklasifikasianinformasi Publik.
95 Tahun
2018. T Kepuiusan Presiden (Perpres) Mo. 85 Tahon 2018 ientang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (terbit 12
Paraturan Komis Paraturan Karmisi Qstabar 2018)
Informasi Mo. 172010 Informasi Mo. 172017
Pedki1/2013

w7

2

Catatan-yang-berisi-keterangan-secara

sistematis-tentang

yang-berada. di

bawah-pengusaan-Badan-Publik tidak
termasuk-informasi-yang-dikecualikan

Siapa yang menyusun - ior e
Inforrmasi Publik ?

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab
dibidang penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan
Publik dan bertanggung jawab langsung kepada

atasan PPID.
Bertanggung jawab
mengkoordinasikan Bertugas mengkoordinasikan Bertugas

i pengumpulan, mendata seluruh q .
penyimpanan d?n Informasi Publik yang dikuasai dari mengkoordlna5|kan
i Infonaey Publf i s Pengumuma fnformasi
seluruh Informg5| Publik P ot pubik Publik
yang berada di Badan
Publik
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JENIS-ENIS INFORMAS

YANG WAJIB DISEDIAKAN
DAN RIUMUMKAN
a_«::;)
q

Informasi (- : \

¥ informasi berkaitan dengan Badan
Publik (profil, kedudukan,
kepengurusan, maksud & tujuan
didirikannya badan publik);
Berkala v informasi kegiatan dan kinerja Badan
Publik;

¥ informasi ttg laporan keuangan;

» Disediakan/diumumkan secara rutin, | |¥ informasilain yang diatur dalam
teratur, dan dalam jangka waktu tertentu eraturan perundang-undangan
setidaknya setiap @ bulan sekali; P P g 9

# Penyebarluasan informasi disampaikan
dengan cara yang mudah dijangkau
masyarakatdan dalam bahasa yang
mudah dipahami;
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INFORMASIWAJIB 7.7
DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

a. Informasi tentang profil Badan Publik (alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, tugas fungsi
Badan Publik, profil singkat pimpinan, struktur organisasi, LHKPN);
b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik;

¢. ringkasaninformasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang
realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;

d. ringkasanlaporan keuangan (rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus
kasdan catatan atas laporan keuangan, daftar aset dan investasi;

e. ringkasanlaporan akses Informasi Publik;

f. informasi tentang peraturan (daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan, dan
daftar Peraturan Perundang-undangan yang telah disahkan atau ditetapkan);
informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, tata cara pengajuan
keberatan, serta proses penyelesaian sengketan di KIP;
informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran;

pengumuman pengadaan barang dan jasa;
informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakulasi darurat disetiap kantor Badan

Publik.
Pasal 11 Perki SLIP (ZITTT 1]

- o

Serta Merta

Misal: informasi

» Wajib diumumkan tanpa penundaan; tentang bencana,
i kerusuhan massal,
» Menyangkut ancaman terhadap hajat dll.
hidup orang banyakdan ketertiban

umum;

» Informasi aktif. Artinya informasi yang
wajibdiumumkan seketika terjadinya
keadaan yang dapat mengancam
hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum; —_——

]

Informasi

= Informasi Pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan
mengajukan permintaan;

#» Wajib dan rutin disediakan badan publik;

» Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup :

Daftar seluruh informasi dalam penguasaan badan publik;

Keputusan badan publik dan pertimbangannya;

Kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya,

Rencanaproyek dan anggaran tahunannya;

Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;

Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum;

Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik:

Laporan layanan akses informasi; %F;}‘\,

Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses publik berdasar &é‘
10

©ENP O L LN

putusan Sengketa Informasi Publik.
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Informasi

Daftar Informasi Publik

2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan
Publik, sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian, atau
pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau
kebijakan tersebut;

b. Masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan
tersebut;

c. Risalah rapat proses pembentukan peraturan, keputusan atau
kebijakan tersebut;

d. Tahapan perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
e. Peraturan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan; =
BL
3. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan =/ )

secara berkala; &‘

Pasal 13 Perki SLIP

-

Informasi

4, Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan,

antara lain:

a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan

b. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir
g%:i nI:ZSiSi' sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah

i

c. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit
pelaksana teknis serta laporan keuangannya

d. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;

Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

6. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka =

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; =8 )

5@'
Pasal 13 Perki SLIP

Informasi

7. Syarat-syarat perizinan,izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen
pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan;

8. Data perbendaharaan atau inventaris;

9. Rencanastrategis dan rencana kerja Badan Publik;

10, Agenda kerja pimpinan satuan kerja;

11. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;

12, Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaranyang ditemukan dalam pengawasan
internal serta laporan penindakannya;

13, Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat
serta laporan penindakannya;

14. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;

15. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan
mekanisme keberatan danfatau penyelesaian sengketa;

L

16. Informasi tentang standar pengumuman informasi; dan o

17. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang 7§ )
terbuka untuk umum.

Pasal 13 Perki SLIP =
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INFORMASI DIKECUALIKAN

PERLINDUNG  pERTAHANAN DAN
PROSES HUK AN HAKI DAN KERAHASIAAN HAK PRIBADI
PERSAINGAN NEGARA
USAHA

MEMORANDUM/
SURAT RAHASIA

Pasal 17 huruf Pasal 17 huruf Pasal 17 huruf(c, d, e, Pasal 17 hurufg, Pasal 17 huruf (i
(a) ) dan j)

Mengganggu c.Membe g 0 isi i memorandum

kepentingan € g g € ] atau surat-surat
perindungan an: egara, if: antar BP atau
intra BF, )

kepentingan hubungan

(14 LI ILLT D] dengan posisi sesecrang
dalam jabatar-abatan
panunhtan, Pl

STATUS INFORMASI DI BADAN PUBLIK

Klasifikasi informasi publik berdasarkan
status dan prosedur penyediaan

Informasi yang dike cualikan (Pasal 17
uu KIPI, lkarenamemiliki konsekuensi

a Dwa! m@mmm mn.

b.Dapat
atas leelqm'rkﬂe\h&ddun pedindungan dari
persaingan wsaha tidok sehat;

1 Dwa!mmmmm
:lDupah.m, 1gkap al

e.Dapat oo nasional:
1. Dapat kan k Fubunaan i

ks negeri
g.Dapat mengunghapkan 5] akta obentik yang bersifat
pribadidan kemaan terakhi atsupun wasiat
seseorang; h.Dapat mengunekap rahasia pribadi
(misal rekaman medik)
I, Memarancum atou suratsurat antar Badan Publik
atsu infra Badan Publlk, yang menurut sifatmya

Diumumkan
Berkala Serta-merta
{Proakilf: idak berdasarkan

atau pengadilan; jInformasi yang tidak boleh
diungkapkan
berdasarken

PEMUTAKHIRAN |
DAFTAR INFORMASI Sudn i o eyaan mroran o

kawanangarrya, kacuall informasi vang dikacualikan
PUBLIK Pazal 11 ayat (1) UL KIP
Badan Publk wajib manyadakan Informasi Publk safiap saat vang
Mengapa?  melputi datar sekeuh Informasi Publi yang berada ditawah

ﬁ pemugasannya, tidak lermasuk informasi vang dikacualikan
Pasal 4 huns g Paro 2010
Bagaimana? menetapkan dan mesnutakhirkan secar berals Dakar nformasi
Pasil T Pecki 2010 19 Pubik alas sakrruh Informasi Pubik yang dikalola.

PHID mangkacednasikan pengumpulan sakruh '

Ifarmasi Publik secara Tisik dari sefiap unitisanian Adanya kebastyhan Badan Publik untuk
eria melip informasi berkala, infarmsi sera mar, Catatan yang berisi keterangan T A T T P S
dan informiasi tersedia sefiap saal sera inhonmasi : 3 sukikel dani dal Daftar Infarmasi Publik

Merbukes lainnya yana dimirka Pemonan Infoemasi secara sistematis tentang m - A B e
| Pubiik seluruh Informasi Publik yang
- = berada di bawah pengusaan

Pendataan selund inlormasi publik vang dikiasal Badan Publik tidak termasuk

ik h I i Pasal T ayat (3 jo. Pasald Perd 12010
nformasi yang dikecualikan ... mamutakhirsan Daftar Informasi Pubik sacara berkala
Sakurang- korangnya 1 (i) kali galam sebutan.

alah satiap unitisahan kara

Mengklasifikaz iformas Publik berdasarkan stahs
dan prosedur penyediaan

| eI W"? T
aess0es E
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LAMPIRAN 11
PERATURAN KOMISI INFORMASI
Nomor 1 Tahun 2010

Tanggal 30 April 2010

DAFTAR INFORMASI PUBLIK*

KETERANGAN:
*Format ini adalah format Daftar lnlomu.l secara manual, Badan Publik dapat mmgzmbuu)un dalam format Lin, misalnya secara komputerisasi yang
tetap dapat diakses oleh publik serta P yang termuat dalam f

Teknis Pengisian Daltar informasi
Publlk

Ringkasan Informasi Publik: berisi mengenal nama dokumen atan informasi yang lebih spesifil/detal
yang terdapat dalam suatu dokumen vang berisi jenis-jems mformasi.

2. Pejabat/Unit/Divisi yang menguasai informasi: berisi nama jabatan/umt/satker vang menguasai
mformasi Hal i diperlukan karena seluruh DIP per satker/unit akan digabung menjadi satu DIP Badan
Publik.

3. Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi: berisi nama jabatan vang bertangzung
jawab terhadap pembuatan atau penerbitan mformasi.

4. Waktudan tempat pembuatan informasi: berisi waktu (talun pembuatan) dan tempat (nama kota)
pembuatan informasi.

5. Bentuk informasiyang tersedia: beris1 bentuk dokumen/informasi berupa softfile, dan/atan hardfile
{pilih salah satu atau keduanya).

6. Jangka Wakin Penyimpanan atau Retensi Arsip: bensi jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
terhadap dokumen/informast tersebut. (menyebutkan tahun Jangka Retensi Arsip/JRA sesua UU
Kearsipan).

27

NAMA PIIABAT —— '
NAMA UNTT
[ PENANGGUNG JAWAB | "memuuw T [ JIANGRA WAKTU |
™ INFORMAS! FUSLIK ATAU PENERBITAN PEMBLIA B INROMASL | PENYIMPANAN ATAU
| | NEORMASE | ORMAS. AN TERIEEAA RETENS ARSI ‘
|  —— ] : ! 3 I ‘ 1
| ) 1
17| Peofil faskesangpol Kah Mojkern Wopals Badss Koatsan Hadan Keatan ;.. ¥ Tabm |
Benge don Tobik Kab  des  Pelitk ‘ ‘
T — |
I | Hevcar K fiakesbargpol Kab. Mcjeerts | 503 s i R |
| Tahn 2006
3| Usulan Progim dax Kegiesn SKPD Tabes | ua ol IERC T
2016 Kebapaten Mopkeno Sumber Dara |
| APED Kabraputen B 1 |
Laporsn Kineqe Imstassi Pemerietah Tabus [ale s |3 Tevn
| 2014 Bukcumagpol Kah Mopterto
5[ Risghasan  Reslowm Arggann  Kegatan | sie s S Tan
Tavn0ts
Motgztab —— Majokenn, (L Sk
Pimpinan/Satker/Unit / i BPID
ang menguasai
Yy gokun?on Tanggal dibuat/
pemutakhiran
eecs000
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3)

TERIMA KASIH

Petunjuk Teknis Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi PPID Pembantu dan Nagari Tahun 2021 di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan oleh Silvia Permata Sari, S.Kom
(Kepala Seksi Layanan e-Government Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)

‘' PETUNJUK TEKNIS

PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA
| INFORMASE DAN DOKUMENTASI {pPID) |
N PEMBANTU DAN NAGAR!I DILUNGKUNGAN :
y PEMERINTAHANKAB. PESISIR SELATAN
1 V

TAHUN 2021
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Metode dan Teknik Penilai

§ METODE

PEMGISIAN VERIFIKAS] KUESIONER
KUESIOMNER DAMN WEBISTE
* DATA/DIOKUMEN
PENDUKUMNG

A" PENGISIAN KUESIONER

+* - Tim Sekretariat Pemilihan PPID Terbaik akan mengirimkan kuesioner dalam bentuk
saffcopy atau dapat didownload di website Dinas Kominfo Kab. Pesisir Selatan

J_-.'I Cara Pengisian Kuesioner :
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Pengisian Kuesioner dilakukan dalam masa 14 (sepuluh) hari kerja
terhitung dari dilaksanakannya Sosialisasi/Bimbingan Teknis
Pemeringkatan PPID Pembantu Tahun 2021
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Parvyediasn bedo rmam Pukbiik
Fargelolasn dan Pelwgnes indorreed Punii

- Kelebihan poe

= Target Beris
- Kalabihan Baria

- 4] DIPyang wajib diumumban

Penyacizan Infiormes Pubii

gkat Frofil PRIDd Publis di Badan Publik

BALERPELE

GENAETEA AT D ERRHSERRETARET
DFAD; BADWH (TINAS
EADANTIMAS TANG NEMILEI LT
PELARRE HA TERRETUNIT KEALR LAYA AN

AL EH SARTT Lk DEEA R
FECAMEATAN
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Alsrriat Lenghkap Ksrdor

Tgacs Pk dam Fungsi

Struictur Organisasi

Profil Sieghat Pajabat Strubzural
Daftar PagawaiParscmil
Rimgka=ss Program dan Kegiatas
Lagowan Kauangan Tahun 2020
Ageracly Badan Publi:

Keramgka Kerja Acuan [K4KLPetunjuk Operasional {PO]
KagiatanTahun 2021

Lapcran Rl Anpparss Tabon 20200
Lageowan Kinarja |LEN) Tahun 2020
LPPOYLEP] Takean 2000

Prrjanjisn Kirerja Tabon 2021

Rimghasan DPA Tahun 2021

Bezreting Tahun 2021

Rercana U Pargadaan [RUP) Tk J0E1
Daftar Asat dam kvwantaris Tabun 2030

5K PRIl

Renja Karja {Ranja) dan Renstra Tabun 2021
Daftar Informasi yang déecualikan

1‘,-'"___'_-";"'-'"--""!3

QUALITY | QuakTTy

BEREBEEER w ® uon e w e

b=

=g

Mlamat Lengkap Kantor

Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Qrganisasi

Wil dan Misi

Profil singkat Pejabat Struktural

Profil Kelembagaan Nagari |Barmus dan Bumnag)

|Ringkasan Program dan Kegiatan Nagari

|RPIM Nagari

Deaftar Usulan Rancana Kerja Pemarintahan (REP)
gari

|Rancana Kerja Pamarintahan (RKP) Nagari

APB Magarl Tahun 2021
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 KUALIFIKAS| PEMERINGKATAN

Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

dan Magari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
#2021 berdasarkan rekapitulasi bobot nilai dan dikelompokan sesuai
L dengan kualifikasi dan notifikasi berikut ini :

TAHAPAN PEMERINGKATAN PPID PEMBANTL DAN NAGARI

TAHUN 2021
22 September 2021 22 Sep- 12 Okt 2021 18 - 23 Okt 2021 26 Oktober 2021
‘erfikasi Huesioner dan Pengumuman Hasill § Terbaik
Bimtek Permeringkatan  Pengisian kuesioner P ot Pentsian Tehap 1

©

L,
1 - 4 Hovember 2021 15 Hovember 2021
Visitasi AMUGERAH PEMERINGKATAN PRID PEMBANTU
DM NAGARI TAHUM 2021
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PENGANUGERAHAN

LAPOHAN HASIL MONITORING AN EVALUAS] DIF DAN BERITA PPID FEMBANTU OPD TAHUN 2021
Headzan | [ANUAR] 2021 £/d 3 SEPTEMEER 2021

DI RAS KESEHATAN LEa]

SIKEETARIAT DARRAH 249

Ol RS EEFEMDUDIIKAN DN CATATAN SIFIL L

DI RAS 20 IAL PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNCAN ANAK s

DI KAS TEMAGA KERLA DAK TRANSHIGRAS] L

O RAS KOBMUNIKAS] DAN INFORMATIEA

EADAN PERERCANAAY DARRAH FENELITLAN DAN FENCEMBARCAN

EADAN EEPECAWALAN DAN FERNCEMBANCAN SUMBER DAYA MAMUZLA

DIRAS FEMEERDAYAAN MATYARARAT DAN DESA. FEMGENDALIAN PENDUDUE DAN KB

DITRAS PERARAMAN MIDAL DAN PELATANAN FERIZIMAN TERFADLU SATU PFINTU

LAFORAN HASIL MONITORING DAN EVALLUAS] DUF DAN BERITA FPID PEMBANTY KECAMATAN TAHUN 2021
Headaan 1 [AXIDARI 30310 s/d ¥ SEFTEMBER 1021

HECAMATAN AIRPURA =3
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JHEEMTJNM!NPHB.ILMTJPJN 197
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LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUAS] TP TN BERITA PFID PEMBANTU MAGAR] TAHUN 2021
Hesdaan 1 JANUARI 2021 5/d 3 SEFTEMEER 2021

NAGAR] (UL I ey

a F -]
KAGARI BUNGA PASAKC SALIDD BO
KAGARI KUBU TAFAN 14
KAGARI DURLAM SERIBL 183
FAGART Sb B NG 118
HAGARI PAIMAM TIMURE PAIMAN 1
WAGART SURGAT PUILAI Ir
HAGARI INDERAPURA TERGAH Ll
KAGARI TARATAK SUINGAI LUNDARG (0]
KAGARI HOTO RAWARE 57
KACARI MUARA INDERAPUGA 5

Thank you
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DISKUSI DAN TANYA JAWAB

1.

RSUD TAPAN
Pertanyaan :

Untuk dokumen pendukung kelembagaan PPID seperti Alur Permohonan Informasi,
maklumat layanan dan lain sebagainya. Apakah ada standarisasinya atau terserah
perangkat daerah masing - masing?

= Dokumen pendukung kelembagaan PPID, memang harus sesuai dengan
standarisasai dan peraturan yang berlaku. Jika ada OPD yang masih belum
paham bisa melihat SOP yang ada di PPID Utama sebagai contoh.

NAGARI KAMBANG BARAT
Pernyataan :

[zin usul Bapak/lbu, pada aplikasi webiste dalam mengupload data,/dokumen,
video dan foto dipakai bobot standar, seperti kita mengupload foto/video di media
sosial atau aplikasi pesan singkat. Jadi tidak harus dikompres secara manual

= Terima kasih atas usulnya. Ini akan jadi masukan untuk kedepannya untuk
pengembangan website masing - masing PPID pembanu dan nagari

RSUD M. ZEIN PAINAN
Pernyataan :

Kalau ingin menyampaikan saran dan masukan dari pengunjung website bagaimana
caranya?

= Jika ada OPD/Nagari yang ingin melakukan pengembangan website yang
sekarang sudah ada bisa langsung datang ke Dinas Kominfo untuk dilakukan
pengembangan sesuai dengan kebutuhan dari masing - masing OPD/Nagari.
Karena memang itulah yang kami inginkan, adanya inovasi yang muncul dari
masing - masing OPD/Nagari.

NAGARI TALANG KOTO PULAI
Pernyataan :

Apakah untuk upload dokumen informasi publik di website ada ukuran minimal dan
maksimalnya? Bagaimana ketentuannya?

= Iya, memang benar, setiap dokumen yang akan diupload di website memiliki
ukuran maksimal yaitu 2 MB. Jadi jika dokumennya berukuran besar harus di
kompres dulu.

NAGARI LALANG PANJANG
Pernyataan :

[zin bertanya Bpk/Ibu, mengenai permasalahan yang kami hadapi di nagari
mengenai pengentrian data penerima BLT,akan tetapi kami dinagari khususnya
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Nagari Lalang Panjang inderapura mengalami masalah banyak data yang tidak valid
sehingga kami tidak bisa mengupload data sesuai dengan bnyak KPM BIt yg
sesungguhnya. Mohon solisunya?

= Jika sudah di tandatangani berarti tanggungjawab dari yang menandatangani,
data tersebut milik nagari, jadi tanggungjawabnya nagari yang bersangkutan.
Jika ragu banyak data yang tidak valid sehingga tidak bisa mengupload data
sesuai dengan banyak KPM BLT yang sesungguhnya. Silahkan turun langsung
cek data tersebut/lapor segera ke UKL setempat.

PENUTUP

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemeringkatan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Nagari di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
dalam rangka Keterbukan Informasi Publik Tahun 2021 ini buat.

Painan, 23 September 2021

KEPALA BIDANG
STATISTIK DAN PELAYANAN INFORMASI PANITIA PELAKSANA KEGIATAN,
HARRISON TAR, S.Pi, M.Si SILVIA PERMATA‘SARI, S.Kom
Pembina (IV/a) Penata (III/c)
NIP. 19700703 199903 1 002 NIP. 19870323 201001 2 037
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LAMPIREN

Dokumentasi
Undangan

Surat Penunjukan Narasumber

s W hoe

Daftar Absensi
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DOKUMENTASI
BIMBINGAN TEKNIS PEMERINGKATAN PEJABAT PENGEL OLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DAN NAGARI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021 MELALUI ZOOMMEETING

080000060086 ;
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